




A Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum  
1. Perlindungan Hukum secara Umum  
Perlindungan hukum ialah memberikan suatu pengayoman terhadap 
hak asasi manusia yang dimana merasa dirugikan orang lain dan 
perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat dapat 
menikmati semua hak-hak yang dimiliki dan yang diberikan oleh hukum 
atau dapat pendapat yang berbeda perlindungan hukum yaitu berbagai 
upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk 
memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan 
berbagai ancaman dari pihak manapun demi mewujudkan suatu ketertiban 
di masyarakat.
Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan 
banyak persepsi. Sebelum menjelaskna lebih lanjut perlindungan hukum itu 
apa yang dimana makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula 
untuk menjelaskan sedikit mengenai penjelesan-penjelasan yang dapat 
timbul dari istilah penggunaan perlindungan hukum, yaitu Perlindungan 
hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar 
tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan 
juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap 
sesuatu.10 
                                                             
10 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38 
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Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya 
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh 
penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan 
ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk 
menikmati martabatnya sebagai manusia.11 
2. Perlidungan Hukum terhadap Terdakwa 
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 
korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari 
perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti 
melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan 
hukum. Selama ini, saksi/korban yang berstatus terdakwa atau berstatus “ 
ganda ” memang belum jelas teknis perlindungan yang diberikan tapi 
KUHAP dan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban mengatur hak-hak korban. Salah satu hak perlindungan hukum 
terhadap korban yang berstatus terdakwa adalah dengan mendapatkan 
penasehat hukum. Dijelaskan juga dalam ketentuan Undang-undang Nomor 
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VII tentang 
Bantuan Hukum Pasal 37 merumuskan bahwa : ”Setiap orang yang 
tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Lembaga bantuan 
hukum ini adalah salah satu subsistem dari peradilan pidana dapat 
                                                             
11 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3 
17 
 
memegang peranan yang penting dalam membela dan melindungi hak-hak 
tersangka/ terdakwa.12 
Jadi, menurut pendapat penulis Pelindungan Hukum adalah sagala 
bentuk dan upaya yang dimana memberikan rasa aman dalam hidup 
bermasyarakat maupun dalam ranah peradilan yang dimana memberikan 
rasa aman dengan cara melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-
wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak sesuai 
dengan peraturan perundang Undangan dalam mewujudkan keadilan, 
kepastian, dan kemanfaatn yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. 
Dan perlindungan hukum yang dimana melindungi hak-hak rasa aman 
kepada seseorang yang dimana seseoran terebut dirasa hak-hak tidak 
terpenuhi.  
B Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana  
1. Hukum Acara Pidana  
Hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal 
mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum 
pidana materiil6 . Ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tertulis secara 
sistematis dan teratur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP).  
Menurut Prof Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang berisikan dasar-dasar 
                                                             
12 Gabriela K. Kaawoan, Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Dan Terpidana Sebagai 




dan aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman 
pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, 
bagaimana cara dan prosedur dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan 
bahwa orang telah melakukan delik tersebut.13 
Sedangkan menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara pidana erat 
hubungannya dengan hukum pidana8 . Hukum acara pidana merupakan 
suatu rangkaian peraturan yang memuat cara, bagaimana badan-badan 
pemerintah yang berkuasa yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan 
harus bertindak guna mencapai tujuan negara yang mengadakan hukum 
pidana. 14 
Simons mendefinisikan hukum acara pidana yaitu mengatur 
bagaimana negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan 
haknya menghukum dan menjatuhkan hukuman (memidana). 15 
Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana 
caranya menegakkan atau mempertahankan hukum pidana materiil (yang 
lazim disebut “hukum pidana” saja). Jadi hukum acara pidana memuat 
aturan-aturan tentang bagaimana caranya menerapkan hukum pidana 
terhadap perkara-perkara pidana. 16  
Dalam hukum acara pidana diatur segala sesuatu tentang proses 
pemeriksaan perkara pidana pada semua tingkatan pemeriksaan: di 
                                                             
13 Sutomo, Handout Hukum Acara Pidana, Surabaya, 2008, h.1 
14 Ibid, Hal. 2 
15 Ibid, Hal.3 
16 H. Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Cetakan kedua, Penerbit PT Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 83 
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kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan. Hukum acara pidana 
diciptakan sebagai sarana dalam rangka penegakan hukum dan keadilan 
dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan tenteram dalam masyarakat. 
Dapat disimpulkan apabila hukum material tidak ditunjang oleh hukum 
formal (hukum acara) jadilah hukum material itu mati. 17 
Tegasnya pengertian Hukum Acara Pidana Formil atau Hukum Acara 
Pidana adalah Hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan hukum 
pidana Materiil dalam proses penegakan hukum pidana itu sendiri.18 
Hukum acara pidana merupakan keseluruhan aturan hukum yang 
mengenai cara melaksanakan ketentuan hukum pidana, jika ada pelanggaran 
terhadap norma-norma yang dimaksud oleh ketentuan ini. 19 
Pemeriksaan dalam hukum acara pidana yang dikejar adalah 
kebenaran materiil, dimana suatu pengakuan tanpa didukung oleh alat bukti 
lain bukanlah merupakan alat bukti mutlak. Terdapat beberapa tingkatan 
pemeriksaan dalam melaksanakan hukum acara pidana. Pemeriksaan dalam 
hukum acara pidana adalah sebagai berikut : 20 
a. Pemeriksaan pendahuluan (vooronderzoek). Dalam pemeriksaan 
pendahuluan ini dikumpulkan bahan-bahan yang mungkin dapat 
menjadi bukti terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Jumlah dan 
sifat bahan-bahan ini menentukan apakah si tertuduh akan 
dituntut atau tidak. Dalam pemeriksaan pendahuluan, 
dipergunakan sebagai pedoman asas-asas sebagai berikut : 1. 
Asas kebenaran materiil (kebenaran dan kenyataan) yaitu usaha-
                                                             
17 Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 
1983, h. 46 
18 M. Sofyan Lubis, Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan, Cetakan Pertama, 
Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, h. 10 
19 A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit PT ERESCO, 
Bandung, 1995, h. 71 
20 Ibid, hal. 71-72 
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usaha yang ditujukan untuk mengetahui apakah benarbenar 
terjadi pelanggaran atau kejahatan. 2. Asas inquisitoir, yaitu 
bahan dalam pemeriksaan pendahuluan ini se tertuduh/si 
tersangka hanyalah merupakan obyek. Khusus asas yang kedua 
ini hanya berlaku pada waktu masih menggunakan sistem HIR. 
Setelah mempunyai kodifikasi yang bersifat nasional yang 
terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, 
maka HIR sepanjang yang mengenai hukum acara pidana 
ditinggalkan. Dalam sistem KUHAP, terdakwa sudah bisa 
didampingi pembela. 
b. Pemeriksaan terakhir (eindonderzoek) di dalam sidang 
pengadilan pada tingkat pertama. Pemeriksaan dalam sidang 
bertujuan untuk menguji apakah suatu tindak pidana betul-betul 
terjadi atau apakah bukti-bukti yang diajukan itu sah atau tidak. 
Berlainan dengan pemeriksaan pendahuluan, maka pada 
pemeriksaan dalam sidang terdakwa/tertuduh telah dianggap 
sebagai subyek yang berarti telah mempunyai kedudukan sebagai 
pihak yang sederajat dengan penuntut umum. Sifat pemeriksaan 
itu adalah accusatoir.  
c. Mamajukan upaya hukum (rechtsmiddelen) yang dapat 
dijalankan terhadap putusan hakim, baik ditingkat pertama 
maupun pada tingkat banding. Sesudah perkara diputus oleh 
hakim, maka apabila jaksa atau terdakwa tidak puas terhadap 
putusan hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum, dalam 
hal ini dapat banding ke Pengadilan Tinggi. Kalau keputusan 
Pengadilan Tinggi belum memuaskan, dapat minta kasasi kepada 
Mahkamah Agung. 
d. Pelaksanaan putusan hakim. Jika keputusan Pengadilan telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya sudah tidak dapat 
diajukan perlawanan lagi, maka keputusan itu dapat dilaksanakan 
dan ini merupakan tugas jaksa untuk mengeksekusikan atau 
melaksanakan putusan hakim.21 
 
2. Asas-asas Hukum Acara Pidana  
Untuk melaksanakan hukum acara pidana, ada beberapa asasasas 
penting yang perlu diketahui. Adapun asas tersebut antara lain : 22 
                                                             
21 Ibid, hal. 75 
22 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedelapan, 
Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 347 
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a. Asas persamaan di muka hukum yaitu perlakuan yang sama atas diri 
setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan 
perlakuan.  
b. Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent yaitu setiap 
orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau 
dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak 
bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan 
kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.  
c. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak 
memihak yaitu peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, 
sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak 
harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. 
d. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya yaitu setiap orang 
yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh 
bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan 
kepentingan pembelaan atas dirinya.  
e. Asas integrated criminal justice system (sistem peradilan pidana 
terpadu) yaitu suatu mekanisme saling mengawasi di antara sesama 
aparat penegak hukum untuk terjalinnya hubungan fungsi yang 
berkelanjutan. 23 
Berupa terbinanya saling korelasi dan koordinasi dalam proses 
penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara 
                                                             
23 Yahya Harahap, op.cit., h. 47 
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satu instansi dengan instansi lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan 
eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai 
dari penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan 
pengadilan oleh kejaksaan. Atau dapat juga dikatakan sebagai sistem 
peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum 
pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses 
berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai 
pemasyarakatan. 24 
3. Persidangan Pidana  
Persidangan Pidana disebut juga dengan pemeriksaan pada tingkat 
pengadilan merupakan proses beracara di muka hakim (gerechtelijk 
onderzoek) diberi nama pemeriksaan terakhir (eindonderzoek). Dalam 
pemeriksaan terakhir ini yang dituduh (yang tersangka) menjadi yang 
didakwa (terdakwa, beklaagde). Acara di muka hakim ini diakhiri dengan 
penghukuman (veroodeling, pemidanaan) yang dimuat dalam suatu 
keputusan hakim. 25  
Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dilakukan oleh suatu 
majelis hakim/hakim tunggal. Proses dan prosedural ini lazim disebut 
tindakan “mengadili”, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, 
memeriksa, memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan 
tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut undang-undang 
(Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 juncto Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 
                                                             
24 Arsil, Hukum Pidana integrated criminal justice system, 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6914, diakses pata tanggal 1 Januari 2019  
25  E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang SH., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan 
Kesebelas, Penerbit Dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1983, h. 419 
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2004, Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 KUHAP, Bab XIV 
Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP). 26 
 
4. Terdakwa 
Pengertian tentang tersangka, menurut pasal 1 butir 14 KUHAP 
dirumuskan bahwa pengertian tersangka ialah : ”Seorang yang karena 
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga 
sebagai pelaku tindak pidana”. Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus 
sebagai tersangka, cukup didasarkan pada alat bukti permulaan atau bukti 
awal yang cukup. 27 
Sedangkan Menurut Pasal 1 ayat 15 KUHAP pengertian terdakwa 
ialah : ”Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang 
pengadilan”. Status terdakwa adalah didasarkan pada alat-alat bukti yang 
sah serta didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang menurut 
penilaian penuntut umum sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan 
ke pengadilan (pasal 1 butir 14 juncto pasal 139 KUHAP). 28 
Sesuai dengan pengertian atau penafsiran otentik sebagaimana yang 
tersebut dalam pengertian tersangka dan terdakwa diatas dapat diketahui 
bahwa sorang terdakwa dapat dipastikan bahwa ia seorang tersangka, 
sedangkan seorang tersangka belum tentu ia berubah menjadi terdakwa, 
misalnya perkaranya dihentikan penuntutannya. Status tersangka baru 
berubah menjadi terdakwa setelah penuntut umum melimpahkan perkara 
                                                             
26 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan khusus terhadap Surat Dakwaan 
Eksepsi dan Putusan Peradilan, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 42 
27 HMA KUFFAL, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Cetakan Kesebelas, Penerbit 
UMM Press, Malang, 2010, h. 131 
28 Ibid, hal.131 
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tersangka ke pengadilan negeri (Pasal 1 butir 7 juncto 143 ayat (1) 
KUHAP). Dengan perkataan lain status tersangka berubah menjadi 
terdakwa setelah ada tindakan penuntut umum. 29 
C Tinjauan Tentang Penasehat Hukum 
Penasihat hukum adalah orang yang memberikan bantuan atau nasihat 
hukum, baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasihat 
hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai 
pengacara/advokat dan pengacara praktek. 30 
Menurut ketentuan KUHAP penasihat hukum adalah seseorang yang 
memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk 
memberi bantuan hukum (Pasal 1 butir 13 KUHAP). 31 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tercantum antara lain : ”Pembela”. 
Kesatu, orang yang membela. Kedua, ahli hukum yang dipilih atau ditunjuk 
untuk membela terdakwa di sidang pengadilan, advokat. 32  
Penasihat Hukum juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang- undang Nomor 18 Tahun 
2003 tentang Advokat, dirumuskan sebagai berikut : ”Advokat ialah orang yang 
berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang 
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.  
                                                             
29 Ibid, Hal .132 
30 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, 
Jakarta, 2004, hal. 99 
31 26 HMA KUFFAL, Op.cit., hal. 151 
32 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan, 
Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan pertama, Jakarta, 2009, h. 56 
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Black’s Law Dictionary menjelaskan bahwa definisi advokat adalah 
seseorang yang membantu, membela atau mengajukan tuntutan kepada pihak 
lainnya.  
Penasihat hukum atau advokat sering juga disebut dengan istilah pengacara 
atau kuasa hukum, kesemuanya merupakan kata benda, subyek. Dalam praktek 
dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang 
melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan “mewakili” bagi 
orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum. 
Istilah pengacara berkonotasi jasa profesi hukum yang berperan dalam suatu 
sengketa yang dapat diselesaikan di luar atau di dalam sidang pengadilan. Dalam 
profesi hukum, dikenal istilah beracara yang terkait dengan pengaturan hukum 
acara dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Perdata. Istilah pengacara dibedakan dengan istilah 
Konsultan Hukum yang kegiatannya lebih ke penyediaan jasa konsultasi hukum 
secara umum. 33 
Pembelaan dilakukan oleh pengacara terhadap institusi formal (peradilan) 
maupun informal (diskursus), atau orang yang mendapat sertifikasi untuk 
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana 
yang telah dirumuskan pada pasal 1 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 
tentang Advokad. Sedangkan istilah kuasa hukum muncul setelah adanya 
penunjukan penasihat hukum bagi terdakwa dengan adanya surat kuasa khusus 
                                                             
33 Anonim, Pengertian Penasehat Hukum, http://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara,diakses 
pada tanggal 11 januari 2019 
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dari terdakwa yang kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri 
yang menyidangkan perkara tersebut atau dapat ditunjuk secara lisan oleh 
terdakwa di persidangan dan apabila terdakwa seorang yang tidak mampu, dapat 
didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk pengadilan berdasarkan 
”penetapan” penunjukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara itu. 
D Tinjauan Tentang Pendampingan Hukum 
Untuk mendapatkan bantuan hukum, seseorang tersangka dan atau 
terdakwa diperbolehkan untuk didampingi seorang atau lebih penasihat hukum. 
Dan kepadanya diberikan kebebasan untuk memilih sendiri penasihat 
hukumnya. 34 
Pada prinsipnya seorang tersangka atau terdakwa diberi kebebasan untuk 
memilih sendiri penasihat hukumnya atau diberi kebebasan apakah ia akan 
didampingi penasihat hukum atau tidak. Namun demikian ada tersangka atau 
terdakwa yang oleh undang-undang diwajibkan untuk didampingi oleh 
penasehat hukum.35 
Ketentuan yang mengatur tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi 
oleh penasihat hukum ini dapat dipahami dari ketentuan pasal 56 KUHAP yang 
selengkapnya berbunyi :  
Pasal 56 :  
1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 
ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang 
tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih 
yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang 
                                                             
34 Benyamin Asri, Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Penuntutan Dan 
Peradilan, Edisi Pertama, Penerbit TARSITO, Bandung, 1989, h.48 
35 Ibid, Hal.49 
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bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses 
peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.  
2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-
cuma.  
Ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 tersebut di atas adalah 
sesuai dengan asas peradilan yang wajib dilaksanakan secara sederhana, 
cepat, dan dengan biaya ringan serta dengan pertimbangan bahwa 
mereka yang diancam dengan pidana kurang dari lima tahun tidak 
dikenakan penahanan kecuali tindak pidana tersebut dalam pasal 21 ayat 
(4) huruf b, maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana 
lima belas tahun, penunjukan penasihat hukumnya disesuaikan dengan 
perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum 
ditempat itu. 36 
Apabila ditarik kesimpulan dari ketentuan yang mengatur tersangka 
atau terdakwa yang wajib didampingi penasihat hukum, maka dapat 
dimengerti bahwa, tersangka atau terdakwa yang wajib didampingi 
penasihat hukum adalah : (a) diancam dengan pidana mati; (b) diancam 
dengan pidana lima belas tahun atau lebih; (c) tidak mampu dan diancam 
dengan pidana lima tahun atau lebih. 
E Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu 
dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan yang harus dilakukan 
dan yang tidak boleh dilakukan, dan akibatnya. Pertama disebut sebagai 
norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Hal yang membedakan hukum 
pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, 
yang bersifat negatif yang disebut pidana (hukuman). Bentuknya 
                                                             
36 Ibid, Hal. 50  
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bermacam-macam dari dipaksa untuk diambil hartanya karena harus 
membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau 
penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi 
pidana mati.37 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu 
dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian 
strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakan dari istilah hukum 
perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa 
Belanda.38 
Menurut Moeljatno dalam memberikan penjelasan tindak pidana yaitu 
dengan cara menggunakan istillahh perbuatan pidana yang mempunyai arti 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, 
asalkan dalam pada saat itu telah diingatkan bahwa larangan ditujukkan 
kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh 
kelakukan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian itu. 39 
Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan 
ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak 
pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang 
dapat dipidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, 
                                                             
37 Teguh Prasetyo, 2014,  Hukum Pidana, Edisi Revisi Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, Hal. 2 
38 Rahman Syamsuddin, dan Ismail, 2014, Merajut Hukum di Indonesia , Jakarta: Mitra 
Wacana Media, Hal. 191 
39 Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka, Cipta, Hal. 54 
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baar dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan 
dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan 
hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan 
untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
perbuatan.40 
Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang 
Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :41 
a) Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar 
feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum ; 
b) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian 
“strafbaar feit” adalah suatu kejadiaan (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum. 
Menurut Wirjono dalam memberikan pengertian mengenai tindak 
pidana yaitu suatu perbuatan yang dapat diekanakan hukuman pidana. 42 
Dalam hal ini juga di kemukakan oleh Simons dalam memberikan 
pengertian tindak pidana yaitu dilihak dari kelakuan (handeling) yang 
                                                             
40 Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta ,2002, hal 69 
41 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 91  
42 Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 
Indonesia, Bandar Lampung, Fakultas Hukum UNILA, Hlm.80 
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diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum dengan kesalahan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.43 
Menurut Van Hamel memberikan pengertian tindak pidana yaitu suatu 
kelakuan sesorang yang dirumuskan, bersifat melawan hukum, yang patut 
dipidana dan dilakukan denga kesalahan.44 
Berdasarkan beberapa pendapat serjana diatas dalam memberikan 
pengertian tindak pidana para sarjana tersebut terbagi dalam dua 2 (dua) 
pandangan atau aliran yang saling bertolak belakang, yaitu  
a. Pandangan atau aliran monistis, yaitu:  
Pandangan atau aliran yang tidak memisahkan antara pengertian 
perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.  
b. Pandangan atau aliran dualistis, yaitu:  
Pandangan atau aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu 
perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat 
dipertanggungjawabkannya si pembuat (criminal responsibility 
atau mens rea).45 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Sebelum lebih lanjut mengetahui unsur-unsur tindak pidana perlu 
diberikan penjelasan yang sangat mendalam karena pembahasan ini dapat 
dikatakan sengat perlu untuk mengetahui kapan suatu perbuatan pidana 
dikatakan tindak pidana atau tidak.  
                                                             
43 Moeljatno, Op.Cit., Hal 56 
44 Bambang Poernomo, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, yudhistira, Hal. 128 
45 Ali Mahrus. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. SinarGrafika. Jakarta. Hal 68 
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Secara doktrinal dalam hukum pidana dikenal sebagai adanya dua 
pandangan mengenai perbuatan pidana, yaitu pandangan monistis dan 
pandangan dualistis. 46 Untuk mengetahui penjelasam dari dua pandangan 
tersebut terkait apa itu tindak pidana, selanjutnya dibawah ini akan 
diberikan uriaran tentang batasan pengertian tindak pidana yang diberikan 
oleh kedua pandangan tersebut. 
a. Pandangan Monistis 
Pandangan Monistis adalah suatu pandangan yang melhat suatu 
keseluruhan sayarat adanya pidana itu keseluruhan merupakan sifat 
dari perbuatan.47 Pandangan ini memberikan gambaran dan 
pemahaman, bahwa perbuatan yang dilarang (criminal act) dan 
pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (criminal responsibility) 
sudah menjadi satu dalam pengertian tindak pidana. Selanjutnya 
dijelaskan oleh sarjana yang menganut pandangan monistis, yaitu : 
Menurut Simons, tindak pidana ialah suatu tindakan melanggar 
hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya 
yang oleh undang-undang yang telah dinyatakan sebagai suatu 
tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan dan untuk suatu tindak 
pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :   
                                                             
46 Sudarto, Hukum pidana Jilid 1 A-B, fakultas Hukum Diponegoro, Semarang, 1975, hal 31-
32 dalam Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Prespektif Pembaaharuan, UMM Pres, 




(1). Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif 
(berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat) 
(2). Diancam dengan pidana 
(3). Melawan hukum 
(4). Dilakukan dengan kesalahan 
(5). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
Dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan 
pidana. Simons tidak memisahkan antara criminal act dengan 
criminal responsbility. Apabila diikuti pendapat ini, maka apabila 
ada seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan contoh 
dalam pasa 338 KUHP, tetapi kemudian orang yang melakukan 
perbuatan tersebut tenyata orang yang tidak mampu bertanggung 
jawab, misalnya karena gila, maka dalam hal ini tidak dapat 
dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana. Secara singkat bisa 
dijelaskan mengapa peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan 
sebagai tindak pidana, sebab unsur tindak pidananya tidak 
terpenuhi, yaitu unsur orang yang tidak mampu bertanggung 
jawab. Oleh karenanya tidak ada tindakan pidana maka tidak ada 
pidana. 48 
 
                                                             
48 Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, 
UMM Press,  Malang, Hal.106 
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b. Pandangan Dualistis 
Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan 
syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan 
dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggung 
jawaban pidana. Apabila menurut pandangan monistis dalam 
pengertian tindak pidana sudah tercakup didalamnya baik criminal act 
maupun criminal responsibility, menurut pandangan dualistis dalam 
tindak pidan hanya mencakup criminal act , dan criminal 
responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Dan menurut 
pandangan dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup dengan 
terjadinya tindak pidana, akan tetapi disyarakatkan juga adanya 
kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.  
Menurut Pompe, dalam hukum postif strafbaarfeit tidak lain 
adalah Feit (tindakan) yang diancam pidna dalam ketentuan undang-
undang. 49 menurut Pompe, dalam hukum positif, sifat melawan 
hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak 
pidana. 
Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari 
simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat 
dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael 
meliputi lima unsur, sebagai berikut  : 
1. Diancam dengan pidana oleh hukum 
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2. Bertentangan dengan hukum 
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld) 
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. 
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.50 
Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memuat unsur-
unsur perbuatan pidana. Tetapi, menjadi tidak dapat dijatuhkan pidana 
apabila suatu perbuatan tidak termasuk ke dalam rumusan delik (tindak 
pidana). Hal itu bukan berarti semua tindakan pidana termasuk ke dalam 
rumusan delik yang dapat dijatuhi hukuman. Sekiranta ada syarat yang salah 
satunya : perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat 
dicela. Sehingga perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk 
dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawat hukum dan dapat 
dicela.51 
F Tinjauan tentang Dasar Pertimbangan Hakim  
Pada penjelasan pasal 1 undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan 
wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk 
menegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, sehingga putusanya 
mencerminkan rasa keadilan rakyat indonesia. Pada prinsipnya, tugas hakim 
adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. 
                                                             
50 Ali Mahrus , Op.cit, Hal.160 
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Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah 
dimulai atau diperiksa. UU No 4 tahun 2004 Penjelasan Pasal 1. 52 
 Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun 
hakim memeriksa perkara yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang 
diajukan olek jaksa penuntut umum. Undang-undang kekuasaan kehakiman 
mengatur bahwa hakimbebas dalam menjatuhkan putusan, namun pasal 50 
undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan 
hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar 
putusan itu. Juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-
peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan 
dasar mengadili.53 
Dalam membuat putusan hakim harus memerhatikan segala aspek 
didalamnya yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin 
ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun materil sampai dengan adanya 
kecakapan teknik membuatnya. Suatu putusan hakim yang baik dan sempurna 
hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 4 
way test) berupa: 54 
1) Benarkah putusanku ini? 
2) Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?  
3) Adilkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan?  
                                                             
52 4 Sudarto. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan 
Hukum Pidana. Bandung. Sinar Baru. 1986. hal 84 
53 Ibid, hal 85 
54 Lilik Mulyadi. Hal-Hal Mendasar Dalam Penjatuhan pemidanaan oleh hakim. Sinar grafika 
Cipta. Jakarta. 2010. hal 127 
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4) Bermanfaatkah putusanku ini?  
Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap-sikap seseorang hakim yang 
baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan 
tersebut diatas maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari 
kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekurang 
hatihatian, dan kesalahan. Dalam praktiknya peradilan, ada saja aspek-aspek 
tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat 
keputusan.55 
 Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus 
mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar tidaknya suatu 
peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumanya. Menurut 
Sudarto, hakim memberikan keputusanya, mengenai hal-hal sebagai berikut: 
1) Keputusan mengenai pristiwa, ialah apakah terdakwa telak melakukan 
perbuatan yang ditujukan padanya  
2) Keputusan mengenai hukumanya, ialah apakah perbuatan yang 
dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah 
terdakwa bersalah dan dapat dipidana.  
3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa bersalah dan dapat 
dipidana. Masalah menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat 
bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinanya, sebagaimana 
diatur dalam pasal 183 KUHAP, yaitu:  
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''Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh 
keyakinanya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukanya.''  
 
Menurut Mac Kenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang 
dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan 
putusan dalam suatu perkara, yaitu: 
1. Teori Ratio Decidendi  
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 
perkara yang disengketakan. Kemudian mencari peraturan 
perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang 
disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, 
serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang 
jelas untuk menegakan hukum dan memberikan keadilan bagi 
para pihak yang berperkara.56 
2. Teori Kebijaksanaan 
Teori kebijaksanaan menekankan pada rasa cinta terhadap tanah 
air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan yang harus 
ditanam, dipupuk serta dibina. Selanjutnya aspek teori ini 
menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan 
orang tua, ikut bertanggung jawab untuk membimbing, 
membina dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi 
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Grafika. Jakarta. 2010. Hlm 106 
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manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi 
bangsanya.  
3. Teori Keadilan  
Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa 
dirasaka dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap 
induvindu masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak 
dapat terlihat namun pelaksanaanya dapat kita lihat dalam 
prespektif pencarian keadilan. Dalam memberikan putusan 
terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim 
tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbanganpertimbangan itu 
dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, 
yaitu untuk menegakan hukum (kepastian hukum) dan 
memberikan keadilan.57 
 Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam 
menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat 
dipertanggung jawabkan. 58 
G Tinjauan Tentang Hak-Hak Terdakwa 
1. Hak-hak Terdakwa Menurut KUHAP  
Pada Ketentuan dalam KUHAP telah diatur beberapa pasal yang memiliki 
keterkaitan dengan hak-hak terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut diatur 
dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP. Hak-hak terdakwa tersebut 
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Pidana, Jakarta, Aksara Persona Indonesia, 1987, Hlm 50. 
58 Ibid, Hlm 51 
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meliputi hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam phase 
penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan 
mendapat putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang 
disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti 
olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan juru 
bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan 
kunjungan keluarga.  
Sedangkan hak-hak terdakwa yang terkait dengan pendampingan 
penasihat hukum dapat diuraikan sebagai berikut : Pada ketentuan dalam 
pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP menyebutkan bahwa tersangka berhak 
untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat 
diajukan kepada penuntut umum, berhak perkaranya segera dimajukan ke 
pengadilan oleh penuntut umum dan terdakwa berhak segera diadili oleh 
pengadilan. Selanjutnya disebutkan dalam pasal 51 KUHAP, untuk 
mempersiapkan pembelaannya, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan 
jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan 
kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, terdakwa berhak untuk 
diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang 
apa yang didakwakan kepadanya.  
Hak untuk diam, dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun 
pengakuan. Jadi, tidak diperkenankan adanya tekanan-tekanan tertentu. Hak 
tersebut dinyatakan dengan tegas di dalam Pasal 52 KUHAP, yang 
merumuskan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan 
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pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara 
bebas kepada penyidik atau hakim. Kemudian dalam pasal 53 KUHAP 
menjelaskan, pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, 
tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru 
bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP, dalam hal tersangka 
atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 178 KUHAP. 59 
Guna kepentingan Pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak 
mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum 
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara 
yang ditentukan dalam undang-undang ini, sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 54 KUHAP. Mengenai Pasal 54 KUHAP yang telah disebutkan di atas 
bila dikaitkan dengan Pasal 115 KUHAP yang bunyi pasalnya :  
Pasal 115  
1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap 
tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan 
dengan cara melihat serta-mendengar pemeriksaan.  
2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum 
dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar 
pemeriksaan terhadap tersangka.  
 
Maka hak mendapatkan bantuan hukum dalam pemeriksaan penyidikan 
adalah pasif.60 
 Berarti seandainya pun penasihat hukum diperkenankan oleh pejabat 
penyidik mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan, kedudukan dan 
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kehadiran penasihat hukum mengikuti tidak lebih sebagai ”penonton”. 
Kedudukan dan kehadirannya hanya terbatas ”melihat atau menyaksikan” 
dan ”mendengarkan” jalannya pemeriksaan (within sight and within hearing). 
Bahkan kedudukan yang bersifat pasif tersebut dalam pemeriksaan 
penyidikan yang bersangkut-paut dengan kejahatan terhadap keamanan 
negara, dikurangi lagi, penasihat hukum dapat dan boleh mengikuti jalannya 
pemeriksaan, tapi tiada lebih daripada hanya ”melihat” saja jalannya 
pemeriksaan. Penasihat hukum tidak boleh mendengar isi dan jalannya 
pemeriksaan (within sight but not within hearing). 61 
Pada pasal 55 KUHAP untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut 
dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat 
hukumnya. Untuk menghubungkan dengan pokok permasalahan yang akan 
dibahas sebagai bahan analisa mengenai Terdakwa yang tidak didampingi 
penasihat hukum, maka disini akan dijelaskan mengenai ”Miranda Rule”. 
Miranda Rule adalah merupakan hak konstitusional dari tersangka yang 
meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat yang 
bersangkutan dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi 
atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai 
dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan. Miranda Rule adalah 
merupakan hak konstitusional yang bersifat universal dihampir semua 
negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang 
berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati Miranda Rule ini, 
dan komitmennya terhadap penghormatan Miranda Rule telah dibuktikan 
dengan mengadopsi Miranda Rule ini ke dalam sistem hukum acara pidana 
yaitu sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.62 
 
                                                             
61 Ibid, Hal. 334   
62 M. Sofyan Lubis, Op.cit., h. 111 
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 Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP menentukan bahwa: Pertama, dalam 
hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas 
tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan 
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum 
sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam 
proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Kedua, 
setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. 
Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur tentang. Pertama, tersangka 
atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat 
hukumnya sesuai dengan ketentuan undangundang ini.Kedua, tersangka 
atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan 
berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam 
menghadapi proses perkaranya. 
2. Hak-hak Terdakwa Di Luar Ketentuan KUHAP 
Hak didampingi oleh Penasehat Hukum adalah termasuk syarat akan nilai-
nilai hak asasi manusia, hak tersebut dilindungi oleh undang-undang terutama 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman dan 
adanya hak didampingi Penasehat Hukum telah diakui secara universal 
sebagai bagian dari hak asasi manusia.  
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Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan hak-hak 
terdakwa. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :  
Pasal 5  
(2)  Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut 
dan  memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.  
(3)  Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil 
dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.  
(4)  Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak 
memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 
kekhususannya.  
 
Pasal 6  
(1)  Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan 
dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh 
hukum, masyarakat, dan Pemerintah.  
 
Pasal 18  
(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka 
melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, 
sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang 
pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan 
untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
(4)  Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak 
saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap.  
 
Sedangkan menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab VII tentang Bantuan 
Hukum Pasal 37 yang merumuskan bahwa : ”Setiap orang yang tersangkut 
perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. 
H Tinjauan tentang Bantuan Hukum  
Bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan 
kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia. Bantuan hukum yang 
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diberikan bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam hal tersangkut 
masalah hukum guna menghindari dari segala macam tindakan-tindakan yang 
dapat membahayakannya atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak 
hukum. Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat 
sejak Romawi. Ketika itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih 
dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulai khususnya untuk menolong orang-
orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium.63 
Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan 
hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari 
tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum 
(pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga 
betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka 
tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.64 
Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling 
mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru 
diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah 
instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari 
perlindungan HAM, khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-
raga tersangka/terdakwa.65 
                                                             
63 O.C. Kaligis, 2006, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan 
Terpidana, Alumni, Bandung, hal. 17 
64 Abdussalam, Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara 
Pidana, Jakarta: Restu Agung, 2008, h. 25. 
65 O.C. Kaligis, 2006, Op.cit, hal. 237 
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Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi 
bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan 
hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang 
atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga 
merupakan salah satu perwujudan dari persamaan didepan hukum. Prinsip 
equality before the law ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara 
hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip 
negara hukum (rechstaat), yaitu supremasi hukum (supremacy of law), 
kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum 
dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).66 
Ketentuan umum untuk memperoleh bantuan hukum terdapat di dalam 
Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 37 
Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan:  
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 
hukum.”  
 
Pasal 38 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 menegaskan: 
 “Perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan 
dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan 
advokat.” 
 
                                                             
66 Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal 
Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di 
Berbagai Negara, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, h. 97-98. 
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Kemudian, dalam Pasal 39 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 
menyebutkan:  
“Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan 
menjunjung tinggi hukum dan keadilan.”  
 
Bantuan hukum dapat diartikan segala macam bentuk bantuan atau 
pemberian jasa berkenaan dengan masalah hukum yang diberikan oleh 
seseorang yang mempunyai keahlian hukum kepada mereka yang terlibat dalam 
perkara baik langsung maupun tidak langsung dengan mengutamakan mereka 
yang tidak mampu.67 
1. Bantuan Hukum bagi penyandang disabilitas 
Bantuan hukum yang didanai oleh pemerintah dan diberikan secara 
cuma-cuma merupakan hal yang langka di Indonesia. Sebagian besar 
pengacara tidak bersedia memberikan bantuan secara cuma-cuma karena 
tidak jelas siapa yang akan menanggung biaya-biaya layanan tersebut. 
Oleh karenanya tidaklah mengejutkan ketika penyandang disabilitas 
mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan seringkali 
tidak memperoleh bantuan dan tidak diwakili [oleh kuasa hukum] bahkan 
dalam perkara-perkara yang paling berat. 68 
Tidak memadainya bantuan hukum cuma-cuma berarti jaminan 
memperoleh kuasa/penasihat hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab 
                                                             
67 Abdurrahman, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara Pidana Baru Di 
Indonesia, Bandung: Alumni, 1980, h. 112. 
68 Beberapa peraturan daerah dan setempat memberikan bantuan hukum cuma-cuma namun 
masih terbatas. Sebagai contoh, di Palembang, jumlahnya terbatas hanya hingga Rp 80 juta (AUD 
9.800) di tingkat provinsi, dan tidak dapat digunakan untuk perkara-perkara tertentu seperti misalnya 
narkoba, korupsi, dan perkosaan. 
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Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seringkali dilanggar. Di 
dalam KUHAP dinyatakan bahwa orang yang tidak mampu membayar 
harus diberi bantuan hukum secara cuma-cuma ketika mereka menghadapi 
ancaman hukuman penjara selama lebih dari lima tahun.69  
Dampak kegagalan memberikan bantuan hukum bagi orang 
mengalami gangguan kejiwaan terlihat jelas dalam suatu perkara yang 
diadili di Pengadilan Negeri Pamekasan. Dalam perkara ini, terdakwa yang 
mengalami gangguan akal yang dimana setahun sebelum melakukan 
tindak pidana sering melakukan hal aneh dan sering melamun serta 
mendengarkan bisikan dan oleh karenanya terancam hukuman penjara 
selama lebih dari  tahun atas perbuatannya. Terdakwa mendapatkan kuasa 
hukum akan tetapi menolak karena beberapa faktor tadi yang salah satu 
mengalami gangguan jiwa, bagaimana tidak menolak karena terdakwa 
dalam hal ini tidak sehat akal. dan Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 
selama 7 tahun. kegagalan menyediakan kuasa/penasihat hukum tidak 
mempengaruhi keabsahan hukum dari suatu putusan pengadilan.70 
Kantor-kantor bantuan hukum non-pemerintah juga seringkali tidak 
bersedia memberikan bantuan bagi orang mengalami gangguan kejiwaan, 
dan mereka yang telah memberi bantuan bagi penyandang disabilitas 
berkomentar bahwa pada kenyataannya mereka [(orang mengalami 
gangguan jiwa)] sulit untuk diwakili: orang mengalami gangguan jiwa 
                                                             
69 Pasal 56, KUHAP 
70 Hal ini meskipun ada Putusan No.128/Pid.B/2014/PN.Pmk yang menyatakan bahwa 
putusan tidak bersifat mengikat secara hukum bila seseorang tidak mendapatkan kuasa/penasihat 
hukum sesuai dengan Undang-undang. 
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tidak terkoordinir dengan baik dan seringkali menginginkan hasil yang 
berbeda; mereka tidak terinformasi dengan baik; dan karena sebagian 
besar amat miskin, mereka dapat dengan cepat kehilangan minatnya untuk 
melanjutkan perkara bila mereka merasa tidak mendapat kemajuan.  
2. Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma 
Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma sering disebut dengan 
istilah legal aid yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus 
diberikan kepada fakir miskin yang memrlukan pembelaan secara cuma-
Cuma, baik diluar maupun didalam Pengadilan secara pidana, perdata, dan 
tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah 
hukum, serta hak asasi manusia.71 
1) Pro Deo 
  Prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma 
dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. 
Dalam laman resmi tersebut juga dikatakan bahwa yang berhak 
mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma 
(prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, 
dengan syarat melampirkan (lihat Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014): 
a) Surat Keterangan Tidak Mampu (“SKTM”) yang dikeluarkan 
oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan 
bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar 
biaya perkara, atau 
                                                             
71 Supriadi, Tujuan Memberi Jasa Bantuan Hukum, Arsita, Yogyakarta, 2001, Hal. 333 
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b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu 
Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu 
Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung 
Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen 
lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam 
basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh 
instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan 
tidak mampu. 
  Dari serangkaian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pro 
bono adalah bantuan hukum yang dilakukan untuk pihak yang tidak 
mampu tanpa dipungut biaya, yang mana biasanya pro bono itu 
diberikan oleh pengacara yang langsung menangani perkara yang 
dihadapi pihak yang tidak mampu tersebut. Sedangkan pro deo adalah 
pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut 
dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. 
2) Pro Bono 
  Istilah pro bono memiliki arti yaitu suatu perbuatan/pelayanan 
hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang 
tidak mampu tanpa dipungut biaya. 
  Selain itu, dalam laman The Law Dictionary, juga disebutkan 
mengenai istilah pro bono, yaitu: “A latin term meaning for the 
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public good. It is the provision of services that are free to safeguard 
public interest.” 
  Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pro bono 
adalah pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara 
cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. 72 
3. Bantuan Hukum bagi Terdakwa yang diancam hukuman pidana 
diatas 5 (lima) tahun  
Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia khususnya tersangka 
terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan miskin atau 
kurang mampu, yang apabila tidak dipenuhi maka berarti telah 
dilanggarnya hak asasi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu proses 
hukum yang adil (due process of law) melalui suatu hukum acara pidana 
nasional yang lebih manusiawi dan tetap memperhatikan hak asasi 
tersangka. Peranan penasihat hukum dalam hal ini sangat penting sebagai 
salah satu instrumen pengawasan serta kontrol terhadap kemungkinan 
terjadinya penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.73 
Pemberian bantuan hukum ditingkat penyidikan dalam hukum acara 
peradilan pidana di Indonesia diharapkan mampu memberikan 
perlindungan maksimal terhadap hak-hak hidup tersangka, khususnya 
yang berasal golongan lemah dan miskin, dalam bentuk bantuan hukum 
sejak tahap awal pemeriksaan terhadap tersangka. Bantuan hukum tidak 
                                                             
72 Hukum Online, https://www.hukumonline.com, diakses tanggal 2 Januari 2019 
73 M. Sofyan Lubis, 2010, Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan: 
Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 8. 
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hanya dimaknai sebagai hak tersangka sejak tahap penyidikan, melainkan 
juga sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap aparat penegak 
hukum, khususnya penyidik sebelum memulai pemeriksaan terhadap 
tersangka. Mengabaikan ketentuan tersebut akan fatal akibatnya bagi 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Perlindungan hak asasi tersangka sejak 
tahap penyidikan setidaknya diharapkan menjadi salah satu faktor yang 
meminimalisasi kemungkinan terjadinya kesewenangan oleh aparat 
penegak hukum maupun kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam 
penerapan prosedur hukum acara pidana.74 
Tersangka yang tidak memahami hukum dan kurang mampu secara 
finansial sering mendapat perlakuan yang tidak adil, mengalami 
penyiksaan pada saat diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili 
serta dihukum oleh pengadilan yang merendahkan martabatnya sebagai 
manusia. Mereka diperiksa tanpa proses hukum yang adil (due process of 
law) khususnya pada pemeriksaan tahap penyidikan. 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 KUHAP tersebut, penasihat 
hukum dalam memberikan hak mendapatkan bantuan hukum berubah 
sifatnya menjadi wajib. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi 
tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 56 
dengan ketentuan, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau 
didakwakan diancam dengan tindak pidana :  
                                                             
74 M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; 
Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.11 
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 Hukuman mati
 Hukuman lima belas tahun atau lebih
 Hukuman lima tahun atau lebih.75
Jika ancaman pidananya diatas 5 tahun, penyidik akan menyediakan 
bantuan hukum secara cuma-cuma dari LBH. Namun apabila ancaman 
pidananya dibawah 5 tahun, karena berdasarkan aturan yang berlaku para 
penyidik tidak wajib menyediakan Memperoleh Bantuan Hukum, bantuan 
hukum kepada tersangka dengan ancaman dibawah 5 tahun, maka 
penyidik akan menjelaskan hal tersebut kepada tersangka dan menanyakan 
apakah tersangka akan mencari penasihat hukum sendiri untuk 
mendampingi saat diperiksa atau tidak perlu didampingi penasihat hukum 
saat diperiksa. Apabila tersangka tidak menggunakan penasihat hukum 
saat diperiksa, maka penyidik akan membuat surat pernyataan bahwa 
memang benar tersangka tersebut tidak didampingi penasihat hukum saat 
diperiksa dan itu karena kehendak tersangka sendiri.  
75 Soetandyo Wignjosoebroto, 2007, Kebutuhan Warga Masyarakat Miskin untuk 
Memperoleh Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, hal. 38. 
